KOMENTAR UMUM 4

Hak atas Tempat Tinggal yang Layak (Pasal 11  [1]

Perjanjian Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
1. Menurut pasal 11 (1) Perjanjian, Negara "mengenali hak setiap orang untuk memperoleh standar hidup yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal, juga peningkatan kondisi-kondisi hidup yang berkelanjutan.” Hak asasi manusia atas tempat tinggal yang layak, yang dengan demikian ditarik dari standar hidup yang layak, adalah sumber penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. 

2. Komite telah mampu mengumpulkan informasi seputar hak ini. Sejak 1979, Komite dan para pendahulunya telah mempelajari berbagai laporan yang berkaitan dengan hak atas tempat tinggal yang layak. Komite juga telah mengadakan sebuah diskusi-sehari mengenai topik ini dalam sesi-sesi ketiga (baca E1989/22, par. 312) dan keempat (EI990/23, par. 281-285. Selain itu, Komite telah secara cermat mencatat informasi yang dihasilkan oleh the International Year of Shelter for the Homeless (1987) termasuk the Global Strategy for Shelter to the Year 2000 yang dicantumkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 42/191 tertanggal 11 December 1987.1 Komite juga telah meninjau berbagai laporan dan dokumentasi lain oleh Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Kelompok-kelompok Minoritas.2 

3. Walau banyak instrumen internasional berfokus pada dimensi-dimensi pandang yang saling berbeda atas hak atas tempat tinggal yang layak,3 pasal 11 (1) Perjanjian adalah yang paling luas cakupannya dan mungkin yang paling penting dibanding kondisi-kondisi relevan lainnya. 

4. Di luar fakta bahwa komunitas internasional telah sering menyatakan pentingnya sikap menghormati hak atas tempat tinggal yang layak, masih terdapat jurang lebar yang mengganggu antara standar-standar yang ditetapkan dalam pasal 11 (1) Perjanjian dengan situasi yang masih terjadi di berbagai belahan dunia. Karena persoalan-persoalan itu kerap bersifat akut di sejumlah negara sedang-berkembang yang berdiri menentang sumber-sumber daya besar dan tekanan-tekanan lainnya, Komite mengamati bahwa persoalan-persoalan yang signifikan mengenai ketunawismaan dan tempat tinggal yang tidak layak juga terjadi di sejumlah kelompok masyarakat yang paling berkembang secara ekonomi. PBB memperkirakan bahwa terdapat 100 juta orang tunawisma di seluruh dunia dan lebih dari satu milyar orang dengan tempat tinggal yang tidak layak.4 Tidak ada indikasi bahwa angka ini mengalami penurunan. Jelaslah bahwa tidak ada satu pun Negara yang bebas dari persoalan-persoalan signifikan yang berkaitan dengan hak atas tempat tinggal. 

5. Dalam sejumlah contoh, laporan Negara yang dipelajari oleh Komite telah mengenali dan menjabarkan kendala-kendala dalam memastikan hak atas tempat tinggal yang layak. Bagaimanapun juga, bagian terpenting dari informasi yang tersedia tidak cukup untuk memampukan Komite untuk memperoleh sebuah gambaran situasi yang memadai di Negara terkait. Oleh karena itu, sasaran dari Komentar Umum ini adalah untuk mengenali sebagian dari isu-isu utama yang oleh Komite dinilai penting dalam kaitannya dengan hak ini. 

6. Hak atas tempat tinggal yang layak berlaku untuk semua orang. Karena rujukan atas kata “dirinya sendiri dan keluarganya” (“himself and his family") mencerminkan asumsi atas pola peranan dan aktivitas ekonomi berdasar gender yang umum diterima pada tahun 1966 saat Perjanjian ini disepakati, kata-kata tersebut tidak boleh diinterpretasikan saat ini sebagai batasan apa pun atas tingkat aplikabilitas dari hak bagi individu atau kepala keluarga perempuan atau kelompok-kelompok sejenisnya. Konsep “keluarga” harus dipahami secara luas. Selain itu, individu-individu, seperti halnya keluarga, harus memiliki tempat tinggal yang layak tanpa mempertimbangkan faktor umur, status ekonomi, kelompok atau afiliasi, dan sebagainya. Pada khususnya, penikmatan atas hak ini harus, dalam kaitannya dengan pasal 2 (2) Perjanjian, tidak melibatkan segala bentuk diskriminasi. 
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…..increases.  In societies where natural materials constitute the chief sources of building materials for housing, steps should be taken by States parties to ensure the availability of such materials; 

(d) Layak huni. Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya dapat memberi penghuninya ruangan yang layak dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas,  hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan vektor penyakit. Keamanan fisik penghuni harus pula terjamin. Komite mendorong Negara untuk secara menyeluruh menerapkan Prinsip Rumah Sehat yang disusun oleh WHO yang menggolongkan tempat tinggal sebagai faktor lingkungan yang paling sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi penimbul penyakit berdasarkan berbagai analisis epidemiologi; yaitu, tempat tinggal dan kondisi kehidupan yang tidak layak dan kurang sempurna selalu berkaitan dengan tingginya tingkat kematian dan ketidaksehatan. 

(e) Aksesibilitas. Tempat tinggal yang layak harus dapat diakses oleh semua orang yang berhak atasnya. Kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti halnya manula, anak-anak, penderita cacat fisik, penderita sakit stadium akhir, penderita HIV-positif, penderita sakit menahun, penderita cacat mental, korban bencana alam, penghuni kawasan rawan bencana, dan lain-lain harus diyakinkan untuk memprioritaskan lingkungan tempat tinggal mereka. Undang-undang dan kebijakan-kebijakan (tentang masalah perumahan) harus mencakup kebutuhan kelompok-kelompok ini akan tempat tinggal. Di banyak Negara, perluasan akses tanah untuk segmen-segmen masyarakat yang tidak mempunyai tanah atau dimiskinkan harus dijadikan tujuan utama kebijakan itu. Kewajiban-kewajiban pemerintah harus dikembangkan  dengan sasaran untuk memperkuat hak setiap orang atas hunian yang aman untuk hidup secara damai dan bermartabat, termasuk akses tanah sebagai sebuah hak;  

(f) Lokasi. Tempat tinggal yang layak harus berada di lokasi yang terbuka terhadap akses pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, pusat kesehatan anak, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Hal ini berlaku baik di kota besar maupun kawasan pinggiran dimana tuntutan biaya temporer dan finansial untuk pergi dan dari tempat kerja dapat dinilai terlalu tinggi bagi anggaran belanja keluarga prasejahtera. Di samping itu, rumah hendaknya tidak didirikan di lokasi-lokasi yang telah atau atau akan segera terpolusi, yang mengancam hak untuk hidup sehat para penghuninya. 

(g) Kelayakan budaya. Cara rumah didirikan, material bangunan yang digunakan, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung kedua unsur tersebut harus memungkinkan pernyataan identitas budaya dan keragaman tempat tinggal. Berbagai aktivitas yang ditujukan bagi peningkatan dan modernisasi dalam lingkungan tempat tinggal harus dapat memastikan bahwa dimensi-dimensi budaya dari tempat tinggal tidak dikorbankan, dan bahwa, fasilitas-fasilitas berteknologi modern, inter alia, juga telah dilengkapkan dengan semestinya. 

9. Sebagaimana tertulis di atas, hak atas tempat tinggal yang layak tidak boleh dipandang lepas dari hak asasi manusia lain yang tercantum dalam dua Perjanjian Internasional dan instrumen-instrumen internasional lainnya. Rujukan atas konsep martabat manusia dan prinsip-prinsip non-diskriminasi telah disusun. Selain itu, penikmatan penuh atas hak-hak lainnya—seperti hak untuk berekspresi, hak untuk berasosiasi (misalnya, para penyewa dan kelompok-kelompok berbasis komunitas lainnya), hak untuk menetap, dan hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik—sangat diperlukan supaya hak atas tempat tinggal yang layak dapat direalisasikan dan dipertahankan oleh seluruh kelompok masyarakat. Di samping itu, hak untuk menolak perlakuan yang sewenang-wenang atau tindakan yang melanggar hukum atas privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi adalah dimensi yang paling penting dalam pengenalan hak atas tempat tinggal yang layak. 

10. Di luar kondisi perkembangan negara mana pun, terdapat langkah-langkah yang harus segera diambil. Sebagaimana dibahas dalam Global Strategy for Shelter dan analisis-analisis internasional lainnya, banyak ukuran yang diperlukan untuk mengangkat hak atas tempat tinggal yang layak ternyata hanya membutuhkan abstain-nya Pemerintah dalam praktek-praktek tertentu dan sebuah komitmen untuk memfasilitasi prinsip “swadaya” bagi kelompok-kelompok yang terpengaruh. Apabila langkah-langkah semacam itu dinilai melampaui batas ketersediaan sumber daya maksimal, sebuah permohonan harus diajukan sesegera mungkin untuk memperoleh kerja-sama internasional sehubungan dengan pasal 11 (1), 22, dan 23 Perjanjian, dimana hal ini juga harus diinformasikan kepada Komite. 

11. Negara harus memberikan prioritas pada kelompok-kelompok masyarakat yang kondisi kehidupannya memprihatinkan itu dengan memberi mereka pertimbangan tertentu. Kebijakan dan undang-undang tidak dirancang bagi kelompok-kelompok masyarakat yang telah mapan dengan mengorbankan lainnya. Komite menyadari bahwa faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi hak untuk meningkatkan kondisi hidup yang berkelanjutan, dan bahwa di banyak Negara, topik kondisi hidup ditolak pada tahun 1980-an. Walau demikian, sebagaimana dicantumkan oleh Komite pada Komentar Umum 2 (1990) (E/1990/23, lamp. III), meskipun secara eksternal menimbulkan persoalan, kewajiban-kewajiban di bawah Perjanjian tetap dilaksanakan dan mungkin menjadi jauh lebih relevan dibandingkan pada saat krisis ekonomi. Di mata Komite, merosotnya kondisi hidup dan tempat tinggal, yang secara langsung diakibatkan oleh putusan-putusan kebijakan dan undang-undang oleh Negara, dan di tengah absennya ukuran-ukuran imbangan yang mengiringi , dianggap tidak sejalan dengan kewajiban-kewajiban di bawah Perjanjian.
 

12. Karena sarana-sarana yang paling cocok untuk mencapai realisasi penuh atas hak atas tempat tinggal yang layak akan berbeda pada masing-masing Negara, Perjanjian dengan jelas menetapkan bahwa tiap Negara harus mengambil langkah-langkah untuk meraih tujuan. Hal ini membutuhkan pelaksanaan suatu strategi perumahan nasional yang, sebagaimana tercantum dalam paragraf 32 Global Strategy for Housing, “menetapkan sasaran-sasaran peningkatan kondisi tempat tinggal, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang tersedia untuk meraih tujuan-tujuan ini dan metode pemanfaatannya yang paling efektif, dan menetapkan berbagai tanggung-jawab dan kerangka waktu bagi implementasi ukuran-ukuran yang dibutuhkan.” Karena alasan relevansi dan keefektifan, juga untuk memastikan dihormatinya hak asasi manusia lainnya, strategi harus merefleksikan pembicaraan dengan, dan keterlibatan dari, semua pihak yang terpengaruh, termasuk orang-orang tunawisma, orang-orang dengan tempat tinggal yang tidak layak, dan orang-orang lain yang menghadapi kondisi serupa. Terlebih lagi, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan adanya koordinasi antara berbagai kementerian dan otoritas lokal serta regional untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan terkait (ekonomi, pertanian, lingkungan hidup, energi, dsb.) dengan kewajiban-kewajiban di bawah pasal 11 Perjanjian. 

13. Pengawasan situasi yang efektif terhadap kondisi perumahan adalah kewajiban lain yang harus segera dilaksanakan. Supaya sebuah Negara dapt memenuhi kewajibannya di bawah pasal 11 (1), penting bagi Negara itu untuk menunjukkan, inter alia, bahwa Negara tersebut telah mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun dalam basis kerja-sama internasional, untuk menegaskan kondisi ketunawismaan dan tempat tinggal yang tidak layak di dalam wilayah hukumnya. Sehubungan dengan ini, pedoman-pedoman umum yang telah direvisi yang berkaitan dengan bentuk dan isi laporan yang disusun oleh Komite (E/C.12/1991/1) menekankan perlunya “menyediakan informasi rinci seputar kelompok-kelompok tersebut di dalam masyarakat…… yang rawan dan kurang beruntung dalam hal perumahan. Mereka memasukkan orang-orang dan keluarga-keluarga tunawisma, orang-orang dengan tempat tinggal yang tidak layak dan tanpa akses terhadap kebutuhan-kebutuhan primer yang memadai, orang-orang yang hidup di kawasan hunian “ilegal,” orang-orang yang menjadi korban pengusiran paksa, dan kelompok orang berpendapatan rendah.

14. Ukuran-ukuran yang dirancang untuk memenuhi kewajiban sebuah Negara sehubungan dengan hak atas tempat tinggal yang layak dapat mencerminkan perpaduan antara ukuran-ukuran dalam sektor pemerintah dan swasta yang dinilai sejalan. Karena, di sejumlah Negara, pembiayaan publik atas perumahan paling dimanfaatkan dalam pembangunan perumahan baru. Di kebanyakan kasus, pengalaman telah menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk sepenuhnya memulihkan kurangnya perumahan dengan perumahan yang dibangun secara umum. Promosi Negara mengenai “strategi pemampuan,” yang dipadukan dengan suatu komitmen penuh atas kewajiban-kewajiban di bawah hak atas tempat tinggal yang layak, harus didorong. Pada intinya, kewajiban itu adalah memperlihatkan bahwa, secara keseluruhan, ukuran-ukuran yang dipakai cukup memadai  untuk merealisasikan hak setiap orang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan sejalan dengan angka maksimal sumber-sumber daya yang tersedia. 

15. Banyak dari ukuran-ukuran yang diperlukan melibatkan alokasi sumber daya dan inisiatif kebijakan secara umum. Walau demikian, peran ukuran-ukuran legislatif dan administratif formal tidak boleh dipandang sebelah mata dalam konteks ini. Global Strategy for Shelter (par. 66-67) membuahkan terpusatnya perhatian pada jenis-jenis ukuran yang mungkin akan dipakai. 

16. Di sejumlah Negara, hak atas tempat tinggal yang layak dilindungi oleh konstitusi. Dalam beberapa kasus, Komite tertarik untuk mempelajari nilai hukum dan nilai praktis dari pendekatan semacam itu. Karena itu, rincian tentang kasus-kasus tertentu dan tentang metode-metode lain dimana perlindungan oleh konstitusi dinilai berhasil harus disediakan.   

17. Komite melihat banyak unsur komponen dari hak atas tempat tinggal yang layak sekurang-kurangnya konsisten dengan kondisi dari solusi-solusi hukum dalam negeri. Bergantung pada sistem hukum itu, area-areanya dapat melingkupi, walau tidak terbatas pada: (a) tuntutan hukum yang bersasaran untuk mencegah pengusiran atau perusakan yang terencana melalui sanksi-sanksi pengadilan (b) prosedur hukum yang menuntut kompensasi setelah terjadinya sebuah pengusiran ilegal; (c) keluhan atas tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan atau didukung oleh para tuan tanah (baik pemerintah maupun swasta) dengan dalih biaya sewa, perawatan bangunan, dan rasial atau bentuk-bentuk diskriminasi lainnya; (d) pernyataan berbentuk diskriminasi dalam alokasi dan ketersediaan akses tempat tinggal; (e) keluhan terhadap para tuan tanah yang berkaitan dengan kondisi tempat tinggal yang tidak sehat dan tidak layak huni. Di sejumlah sistem hukum, penting untuk menjelajahi kemungkinan fasilitasi terhadap class-action dalam situasi-situasi yang melibatkan meningkatnya angka para tunawisma secara berarti. 

18. Sehubungan dengan ini, Komite menilai bahwa kasus-kasus dari pengusiran paksa adalah prima facie yang tidak sejalan dengan ketetapan-ketetapan dalam Perjanjian dan hanya dapat dibenarkan dalam keadaan-keadaan yang paling luar-biasa, dan disegariskan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan. 

19. Akhirnya, pasal 11(1) menyimpulkan bahwa kewajiban Negara adalah memahami “pentingnya kerja-sama internasional yang esensial dan didasarkan pada kesepakatan secara sukarela.” Biasanya, kurang dari 5 persen dari seluruh bantuan internasional ditujukan bagi perumahan atau hunian manusia, dan seringkali sifat pembiayaan seperti itu tidak memberikan hasil konkret dalam upaya memenuhi kebutuhan tempat tinggal dari kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Negara, baik penerima maupun pemberi, harus memastikan bahwa sebuah proporsi pembiayaan yang substansial telah ditujukan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang mengarah pada meningkatnya jumlah orang yang memiliki tempat tinggal yang layak. Institusi-institusi finansial internasional yang mendukung ukuran-ukuran penyesuaian struktural harus memastikan bahwa ukuran-ukuran itu tidak membahayakan penikmatan atas hak atas tempat tinggal yang layak. Sewaktu mempertimbangkan kerjasama  finansial internasional, Negara harus berusaha mengindikasikan area-area yang relevan dengan hak atas tempat tinggal yang layak dimana pembiayaan eksternal akan dapat membuahkan hasil berarti. Permohonan seperti itu harus sepenuhnya mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan pandangan kelompok-kelompok yang terpengaruh. 
NOTES

1. Catatan Resmi Majelis Umum, Sesi ke Empatpuluh tiga, Lampiran No.8, lampiran {A/43/8/ Lamp.l).

2. Komisi Hak Asasi Manusia resolusi 1986/36 dan 1987/22; laporan oleh Mr. Danilo Turk, Reporter Khusus Sub-Komisi {E/CN.4/Sub.2/1990/19, par.108- 120; E/CN.4/Sub.2/1991/17, par. 137- 139); baca juga Sub-Komisi resolusi 1991/26.

3. Untuk contoh, baca pasal 25 {1) Universal Declaration on Human Rights, pasal 5 {e) {iii) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, pasal 14 {2) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, pasal 27 {3) Konvensi Hak Anak, pasal 10 Declaration on Social Progress and Development, bagian 111 {8) dari Declaration on Human Settlements di Vancouver, 1976 {Diambil dari Habitat: United Nations Conference on Human Settlements {Publikasi PBB, Sales No. E. 76.1V .7 dan corrigendum, bab. 1), pasal 8 { 1) Declaration on the Right to Development dan ILO Recommendation Concerning Workers' Housing, 1961 {No.115).

4. Baca catatan-akhir 1.
5. World Health Organization, Jenewa, 1990.

1 Catatan Resmi Majelis Umum, Sesi ke Empatpuluh tiga, Lampiran No.8, lampiran {A/43/8/ Lamp.l).


2 Komisi Hak Asasi Manusia resolusi 1986/36 dan 1987/22; laporan oleh Mr. Danilo Turk, Reporter Khusus Sub-Komisi {E/CN.4/Sub.2/1990/19, par.108- 120; E/CN.4/Sub.2/1991/17, par. 137- 139); baca juga Sub-Komisi resolusi 1991/26.


3 Untuk contoh, baca pasal 25 {1) Universal Declaration on Human Rights, pasal 5 {e) {iii) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, pasal 14 {2) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, pasal 27 {3) Konvensi Hak Anak, pasal 10 Declaration on Social Progress and Development, bagian 111 {8) dari Declaration on Human Settlements di Vancouver, 1976 {Diambil dari Habitat: United Nations Conference on Human Settlements {Publikasi PBB, Sales No. E. 76.1V .7 dan corrigendum, bab. 1), pasal 8 { 1) Declaration on the Right to Development dan ILO Recommendation Concerning Workers' Housing, 1961 {No.115).
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